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A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka penulis menarik suatu

kesimpulan, sebagai berikut:

1. Wewenang KY dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran
martabat, serta perilaku hakim mendapat penguatan setelah
dilakukan perubahan terhadap UU No 22 Tahun 2004 menjadi
UU No 18 Tahun 2011 karena sebelumnya pada UU No 22
Tahun 2004 belum ada indikator atau kriteria perilaku yang
harus dijaga oleh para hakim. Namun, setelah dilakukan
perubahan terhadap UU No 22 Tahun 2004, indikator atau
kriteria perilaku yang harus dijaga oleh para hakim sudah jelas
yaitu berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
(KEPPH).

2. Wewenang KY dalam rangka menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat, serta perilaku hakim setelah dikeluarkannya
UU No 18 Tahun 2011 sebagai perubahan atas UU No 22 Tahun
2004 juga tampak sudah lebih komprehensif dan lebih
memperkuat wewenang KY dalam melakukan penegakan bagi
hakim yang diduga melakukan pelanggaran terhadap KEPPH.
Akan tetapi, putusan yang diberikan KY terhadap hakim yang
diduga melakukan pelanggaran terhadap KEPPH tidak bersifat
otoritatif. Artinya bahwa putusan yang diberikan KY terhadap
hakim hanya sebatas memberikan rekomendasi atau
mengusulkan kepada MA untuk menjatuhkan sanksi kepada
para hakim yang sudah terbukti melakukan pelanggaran
terhadap KEPPH.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan

saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya sinergitas antara KY dan MA di dalam menjaga
dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku
hakim yang lebih efektif. Secara khusus wewenang KY dalam
bentuk menjaga sebagai langkah preventif dapat dilakukan
dengan cara keikutsertaan KY dalam proses pendidikan dan
pelatihan para calon hakim agar para calon hakim ketika sudah
dilantik dapat mengetahui dan menjalankan tugas dan fungsinya
sebagai hakim sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Hakim (KEPPH) agar terhindar dari pelanggaran terhadap
KEPPH tersebut.

2. Dalam bentuk kewenangan menegakkan KY, perlu adanya
batasan atau ukuran yang jelas yang dibuat bersama antara KY
dan MA terhadap pengawasan KEPPH yang dimiliki oleh KY
dan teknis yustisi yang merupakan wewenang MA agar
wewenang antara MA dan K dapat dijalankan sesuai tolak ukur
yang sudah diatur.

3. Bahwa materi di dalam pengawasan hakim di dalam Peraturan
Bersama antara Ketua KY dan Ketua MA tentang Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim yang sampai sekarang digunakan
sebagai tolak ukuran pengawasan hakim sebaiknya dimasukkan
ke dalam bentuk materi yang dimuat ke dalam bentuk undang-
undang baik itu ke dalam UU Komisi Yudisial dan UU
Mahkamah Agung.
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